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ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir telah sering terdengar melalui media elektronik tentang tindakan terorisme di Indonesia. Tindak terorisme ini muncul, karena selain kurang tegas, adil dan bermanfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan tindak terorisme, juga disebabkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam mencegah tindak terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pencegahan tindak pidana terorisme berdasarkan adat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan dilakukan dengan aturan yang tercantum dalam: Filosofi adat adat Dalihan na Tolu, Sipaingot, Tutur dan Uhum dohot Patik 2) Jenis sanksi yang dikenakan kepada teroris: Sappal Dila, Dibondarkon, Dipaorot sian Marga, Dipaulak Salipi Natartar, dan Uhum Hatoban. 
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ABSTRACT
The last few years have often been heard through electronic media about acts of terrorism in Indonesia. This terrorism act arises, because in addition to being less assertive, fair and useful the material regulating law on the prevention of acts of terrorism, is also caused by the lack of empowerment of the potential of indigenous peoples in preventing acts of terrorism. The results of the study indicate that: 1) Prevention of criminal acts of terrorism based Dalihan na Tolu custom in South Tapanuli, it is done with the rules stated in: Filosofi Dalihan na Tolu custom, Sipaingot, Tutur and Uhum dohot Patik 2) Types of sanctions imposed on terrorists: Sappal Dila, Dibondarkon, Dipaorot sian Marga, Dipaulak Salipi Natartar, and Uhum Hatoban.
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1. Pendahuluan
Beberapa tahun terakhir sering terdengar dan dilihat melalui media elektronik tentang aksi tindak terorisme dalam masyarakat, seperti: bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di gerbang markas polisi, Surabaya, 14 Mei 2018, serangan kelompok teroris ke Markas Besar Kepolisian Daerah Riau dengan terbunuhnya seorang polisi dan 3 pelaku tindak terorisme, 16 Mei 2018, bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok teroris di depan pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta, Januari 2016, bom Bali, 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang dan beberapa peristiwa lainnya.
Rangkaian kejahatan tersebut muncul, karena selain disebabkan oleh kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan tindak pidana terorisme yang dirasakan masyarakat, juga disebabkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam mencegah tindak terorisme. Sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, seperti masyarakat adat Dalihan na Tolu (komunitas adat Batak yang terdiri dari Mora (keluarga mertua), Anak Boru (keluarga dari pihak menantu) and Kahanggi (keluarga dalam satu garis keturunan) yang memiliki seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan di masyarakat). Masyarakat adat Dalihan na Tolu ternyata memiliki aturan dan tata nilai hukum tersendiri dalam mencegah tindak pidana terorisme, meskipun materi hukum adatnya tidak spesifik menyebutkan kata "terorisme", tetapi arah, maksud dan tujuannya sama dalam mencegah munculnya tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat.
keberadaan kearifan lokal sebagai pusat hukum budaya dalam kehidupan warga negara, termasuk yang mengandung nilai-nilai kerukunan antar manusia, tercermin dalam nasihat orang tua, leluhur yang disosialisasikan kepada warga masyarakat. Kearifan lokal dalam masyarakat komunal dapat digunakan sebagai media untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran masyarakat dalam melawan kelompok radikal dan teroris (Muhammad Taufik, 2017:161).
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis (ilmu yang mempelajari pola perselisihan dan penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana, serta orang-orang yang sedang menjalani proses perkembangan) dan yuridis sosiologis (Fithriatus Shalihah, 2017: 2-3) atau pendekatan yuridis empiris (Ishaq, 2017: 20), yaitu pendekatan realitas hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak sebagai aspek hukum (Zainuddin Ali , 2008: 13-15).
Data kualitatif yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan disajikan dalam deskripsi (deskripsi) yang mendalam dan terfokus. Dalam hal ini, verifikasi data kualitatif akan dilakukan terkait dengan topik penelitian. Presentasi deskriptif ini akan digunakan secara maksimal dengan dukungan data kuantitatif yang dikumpulkan. Keduanya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam analisis data yang dilakukan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif sesuai dengan kerangka teori yang ada. Hasil analisis data tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Adat Dalihan na Tolu merupakan salah satu sumber hukum bagi masyarakat adat Batak yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam mencegah tindak terorisme. Pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh masyarakat Batak tekah diatur dalam adat Dalihan na Tolu yang tersebar dalam aturan berikut:
a. 
Model Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat Dalihan na Tolu
Adat Dalihan na Tolu ini merupakan salah satu aturan hukum adat yang terdapat dalam masyarakat adat Batak yang di dalamnya terdapat beberapa aturan hukum yang selama ini dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak kejahahatan, termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Beberapa aturan yang dapat dijadikan dalam melakukan pencegahan tindak pidanan terorisme adalah:
1. Pencegahan tindak pidana terorisme melalui melalui 3 (tiga) filosofi berikut:
a. Aturan pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang termuat dalam filosofi: ”Somba mar Mora’. Dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu menghormati, mematuhi dan mempertahankan kehormatan pihak Mora (seluruh keluarga mertua). Mora adalah orang yang harus dihormati dan dicintai, karena ia telah memberikan boru (anak perempuan) nya kepada menantu dan keluarganya (Desniati Harahap, 2016: 127-128). Ruth Novelita berpendapat bahwa Mora adalah pelindung seperti pohon beringin yang selalu melindungi siapa pun di bawahnya. Karena itu, posisi dan kehormatannya harus selalu dijaga dan dilindungi (Ruth Novelita, 19: 38). Posisi Mora sangat tinggi, sehingga ia tidak boleh diganggu dan terluka, termasuk keturunannya (Armaidy Armawi, 2008: 158-159). Posisi Mora adalah panduan dan penasihat untuk keberhasilan acara adat. Dalam adat, Mora harus dihormati dengan benar dan jika tidak dipedulikan, seperti menantang matahari, sehingga mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arahnya (Eric Evonsus Simbolon et al, 2017: 44).
Aturan yang terkandung dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu hormat kepada orang tua dan mertua beserta seluruh keluarganya. Sebaliknya, dilarang seseorang untuk menyakiti, mengganggu, mencelakakannya, apalagi membunuhnya. Melalui pengamalan aturan ini, menjadikan seseorang menjadi sosok yang penyanyang kepada manusia, terutama kepada pihak orang tua dan mertua beserta seluruh keluarganya. Dengan demikian, secara tidak lagsung aturan yang terkandung dalam filosofi ini merupakan aturan yang dapat digunakan dalam melakukan pencegahan tindak pidana teririsme di tengah-tengah masyarakat.
Aturan semacamini sejalan dengan pendapat Charisa Yasmine bahwa kewajiban anak untuk merawat orang tua, berlaku sebagai kewajiban orang tua dalam merawat dan mencintai anak-anak mereka sejak kecil hingga dewasa. Kewajiban tersebut berlaku secara timbal balik (Charisa Yasmine, 17: 8). Maulida Adawiyah berpendapat bahwa melayani orang tua berbakti yang merupakan bagian dari perbuatan Birr adalah merawat orang tua dan menyenangkan mereka, menghindari apa yang tidak mereka sukai (Maulida Adawiyah, 2017: 90).
b. Aturan pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang termuat dalam filosofi: ”Elek mar Anak Boru’. Dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu mengayomi dan melindungi pihak Anak Boru (semua keluarga yang berasal dari pihak menantu). Biasanya, keluarga Anak Boru memiliki marga yang bervariasi tergantung marga dari menantu. Bahkan Anak Boru bisa berbeda agama dengan mora-nya (Adison Adrian Sihombing, 2018: 350-351).
Aturan filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk melindungi dan mengayomi anak dan pihak menantu beserta keluarganya tanpa terkecuali. Aturan ini mengharuskan untuk selalu membuat dan menciptakan kenyamanan bagi orang lain. Tidak boleh ada orang yang terganggu dari ulah tangan dan lisannya. Semua orang harus mampu menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.
Melalui aturan ini, masyarakat Batak mampu melakukan pencegahan berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat, termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme, karena setiap orang diwajibkan untuk melindungi anak dan menantunya. Sebaliknya dilarang untuk mengganggu dan menyakitinya. Inilah inti sari dari aturan dalam filosofi pada poin kedua ini.
Setiap orang tua diwajibkan untuk selalu menghargai dan memuji anak dan menantunya, supaya tercipta ketenangan hidup bagi mereka. Budi Andayani berpendapat bahwa perilaku menghargai dan memuji sangat berarti dalam perkembangan anak-anak, dan bahwa perilaku ini masih merupakan hal yang langka bagi banyak keluarga (Budi Andayani, 2002: 7).
c. Aturan pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang termuat dalam filosofi: ”Mana manat mar kahanggi”. Dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu menghargai dan menjaga perasaan pihak kahanggi (semua keluarga yang sedarah atau satu garis keturunan), supaya jangan tersinggung perasaannya. 
Aturan yang terkandung dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu menghargai kahangginya sebagaimana ia menghargai diri dan keluarganya sendiri (Ria Angellina Simanjorang, 2019: 57). Pasalnya, Kahanggi itu merupakan orang yang sedarah atau satu keturunan dengannya. Dengan begitu, wajib baginya untuk menghargai dan tidak menyakiti hatinya, karena kahanggi itu bagian dari dirinya sendiri.
Kahanggi adalah semua orang yang berasal dari keluarga ayah, baik dalam posisi ke bawah, seperti anak-anak, cucu dan seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dan sebagainya atau keturunan samping, seperti paman, saudara sepupu dan lainnya (Rosliana Lubis, 2006: 26-27). Termasuk dalam keluarga Kahanggi adalah kerabat yang istrinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga istri Kahanggi (Shinta Romaulina Nainggolan, 2011: 13-14). Kewajiban seseorang dalam masyarakat adat adalah untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, termasuk kerabat yang terkait dengan darah (Rosmawati Harahap, et al, 2017: 5-6).
Berdasarkan aturan yang terkandung dalam 3 (tiga) filosofi di atas, semuanya dapat dijadikan sebagai aturan dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, karena setiap orang memiliki hubungan keluarga dengan orang lain, baik hubungan keluarga dari pihak Mora, hubungan keluarga dari pihak Anak Boru, maupun hubungan keluarga dari pihak Kahanggi. Oleh karenanya, tidak ada ruang bagi seseorang untuk memusuhi, menyakiti, menganiaya orang lain, apalagi membunuhnya. Ini adalah salah satu pintu yang menutup tidak adanya pemahaman terorisme atau radikalisme di dalam masyarakat Batak tapanuli Selatan.
Filosofi adat Dalihan na Tolu ini menjadi salah satu kunci yang digunakan untuk mencegah pelanggaran dan kejahatan di masyarakat, termasuk pencegahan tindak pidana yang bersifat teroris. Karena semua anggota masyarakat memiliki hubungan kekeluargaan satu sama lain. Mora tidak tega menyakiti, mencela, menganiaya atau membunuh Anak Boru dan Kahanggi-nya. Sebaliknya, Anak Boru tidak akan tega menyakiti Mora-nya. Berdasarkan aturan yang tersirat sebagaimana tercantum dalam filosofi ini, menjadi aturan yang sangat efektif dan efisien dalam meredam sifat yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindak terorisme dalam masyarakat.
Filosofi adat Dalihan na Tolu adalah filosofi yang menyebarkan cinta dan persaudaraan di antara semua anggota masyarakat, sehingga muncul dalam dirinya sifat gemar membantu orang lain, gotong royong dan saling menghormati dan melindungi di antara semua anggota masyarakat. Filosofi ini mengajarkan bahwa tidak boleh mengganggu orang lain. Melukai seseorang berarti sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Jadi filosofi ini telah digunakan sebagai sistem nilai untuk mencegah terorisme di masyarakat (Muhammad Novriansyah Lubis, 2019: 25-26).
b. 
Pencegahan Tindak Terorisme Melalui Sipaingot
Aturan yang terkandung dalam Sipaingot ini dapat dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Sipaingot bermakna nasihat dari orang tua atau harajaon (keturunan raja) dan hatobangan (orang yang dituakan dalam adat) yang penekanannya adalah memberi nasihat, bimbingan, dan peringatan yang sebagaian materinya berisi aturan hukum, baik berupa perintah maupun larangan. Sebagian materi yang terkandung dalam Sipaingot ini berisi aturan hukum, baik secara tekstual maupun kontekstual. Beberapa Sipaingot yang materinya berisi aturan hukum yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana terorisme, adalah:
1. Sipaingot tentang kewajiban menghindari permusuhan. Masyarakat Batak melarang orang untuk sering bercanda, karena permusuhan selalu didahului dengan bercanda. Sipaingot semacam ini berbunyi: "Tektek do mula ni gondang, giri-giri do mula ni bada (permaian gendang dimulai dari pukulan secara pelan dan permusuhan dimulai dari percandaan)". Sipaingot ini mengandung nilai hukum. Yakni asal mula terjadinya perselisihan dan permusuhan selalu didahului oleh percandaan. Oleh karenanya, untuk menghindari timbulnya permusuhan, maka wajib ditinggalkan sesuatu yang menyebabkan timbulnya permusuhan itu, termasuk meninggalkan sandagurau.
Sipangot seperti ini akan sangat mempengaruhi jiwa dan perilaku seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, sehingga tindakannya selalu memberikan kedamaian dan ketenangan bagi masyarakat dan tidak akan mengambil tindakan yang dapat menyebabkan permusuhan di antara manusia. Sipaingot dapat meningkatkan motivasi orang untuk menghindari tindakan yang dapat menyakiti hati orang lain. Setiap orang dituntut untuk selalu bertindak, berkata, dan berperilaku yang dapat menyenangkan orang lain;
2. Sipaingot tentang kewajiban menyayangi sesama manusia sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di permukaan bumi. Sipaingot ini berbunyi: “Holong mangalap holong (kasih sayang menjemput kasih sayang)”. Jika seseorang mencintai orang lain dengan tulus, dan penuh perhatian, maka secara otomatis orang lain juga akan menghargai, dan juga mencintai dengan tulus, karena kelangsungan hidup manusia ditandai oleh kasih sayang yang mengalir dalam kehidupan manusia itu sendiri (Mailin, et al, 2018: 92);
3. Sipaingot tentang kewajiban setiap orang untuk selalu berposisi sebagai mediator di tengah-tengah para pihak yang sedang bersengketa dalam masyarakat, supaya sengketa dapat diselesaikan dengan cara arif, adil dan bijaksana yang dapat berterima bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketanya akan bisa diredam, tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada masa mendatang. Sipaingot semacam ini berbunyi: "Aek do pangalion, api do panyurbuan (air bertugas untuk mendinginkan, sedangkan api bertugas untuk pembakaran".
Aturan yang terkandung dalam Sipaingot ini mengharuskan semua orang untuk selalu menjadi pembawa damai dan menjadi mediator yang dapat mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, seperti air yang mampu memadamkan api, mendinginkan benda-benda panas, menyiram ladang tandus dan menyegarkan kehidupan (Defri Elias Simatupang, 2017: 95-96);
4. Sipaingot tentang kewajiban setiap orang untuk mampu menyaring dan menseleksi berita yang benar dengan memanfaatkan bantuan orang lain, sehingga tidak muncul berita bohong atau fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sipaingot semacam ini berbunyi: “Songon parmata-mata ni honas (jadilah seperti buah nenas yang memiliki banyak mata)”. Sipaingot ini mengandung makna bahwa setiap orang walaupun matanya hanya dua, tetapi pada dasarnya ia harus memiliki mata dari semua sisi, seperti buah nenas yang seluruh tubuhnya memiliki mata, sehingga setiap informasi yang diterimanya,  dapat dilihat dari berbagai sisi, untuk melihat dan menilai kebarannya.
Penggunaan mata yang dimaksud di sini mampu menggunakan orang lain yang dapat mewakili berbagai pasang mata untuk mencari informasi, baik positif maupun negatif. Setiap orang dituntut untuk dapat menggali informasi yang benar, akurat, agar tidak menciptakan fitnah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak permusuhan yang terjadi di masyarakat, karena informasi yang salah. Karena itu, setiap orang harus bisa menyaring berbagai berita yang tersedia dengan menggunakan mata orang lain, sehingga perdamaian bisa tercipta dalam kehidupan manusia;

5. Sipaingot tentang kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sipaingot semacam ini berbunyi:”Jadi ma songon siala sampagul”. Setiap orang di masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan, seperti pala yang berdampingan satu sama lain, untuk menjadi satu kesatuan, sehingga disebut Siala Sampagul, karena buah-buahnya berbaris berdampingan sehingga menjadi satu kesatuan . Setiap orang harus dapat melakukan tindakan dan kata-kata yang dapat menciptakan persatuan. Sipaingot ini berisi perintah untuk membangun persatuan dan melarang perpecahan di masyarakat;
6. Sipaingot tentang kewajiban melakukan perbuatan baik, karena sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan, pasti dibalas kebaikan juga. Sipaingot semacam ini berbunyi: “Muda pade ibaen, pade ibaen halak, muda jat ibaen, jat ibaen halak”. Jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, tentunya kebaikannya dihargai dengan kebaikan yang sama, bahkan ganjarannya melebihi kebaikan yang pernah dia lakukan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kejahatan, pastilah kejahatan yang ia dapatkan dari orang lain. Setiap masyarakat Batak memiliki prinsip untuk selalu berlomba dalam berbuat baik di berbagai bidang kehidupan, karena mereka percaya bahwa setiap kebaikan harus dihargai dengan kebaikan juga. Imbalan kebaikan, dapat diperoleh dari manusia dan dapat diperoleh dari Tuhan Pencipta Alam;
7. Sipaingot tentang kewajiban memberikan pengayoman kepada setiap orang. Sipaingot semacam ini berisi: "Haruaya Parsilaungan". Setiap orang dituntut untuk selalu memberikan perlindungan kepada orang lain, sehingga orang lain di sekitarnya menjadi tenang dan bahagia. Pemberian perlindungan bagi orang lain dapat dilakukan dengan memberikan semua hak mereka dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan semua kewajiban mereka. Setiap orang diminta untuk menjaga keselamatan orang lain dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Lisan tidak boleh melukai hati seseorang, sedangkan tangan tidak boleh memukul, menganiaya, membunuh atau mengambil harta orang lain. Karena itu, masyarakat adat Batak memiliki bahan hukum yang dapat melindungi keselamatan orang lain dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sipaingot ini menyiratkan bahwa setiap orang harus mampu memberikan perlindungan kepada orang lain seperti pohon beringin yang telah mampu memberikan perlindungan bagi mereka yang berteduh di bawahnya. 
Masyarakat adat Batak telah sepakat untuk menjadikan Sipaingot sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam kehidupan sosial. Sebagian dari materi Sipaingot ini memiliki aturan yang berisi sanksi moral, sehingga dengan mengetahui materi hukum yang terkandung di dalamnya, akan dapat mencegah seseorang dari melakukan tindakan pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindak terorisme di tengah-tengah masyarakat . Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Penggunaan Sipaingot pada Masyarakat Muslim Batak
	No
	Jawaban Sampel tentang Penggunaan 
Sipaingot
	Jumlah
	%

	1
	Sangat sering digunakan
	181
	89.7

	2
	Sering digunakan
	20
	9.9

	3
	Jarang digunakan
	1
	0.4

	4
	Jarang digunakan
	0
	0

	Jumlah
	202
	100


Sumber: Data primer Tahun 2019
Data tabel di atas menunjukkan bahwa ada 89,7% sampel menjawab bahwa sipaingot masih sangat sering digunakan sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam masyarakat, ada 9,9% sampel menjawab sering digunakan, ada 0,4% sampel menjawab jarang digunakan dan ada 0% menjawab tidak.
c.    Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Tutur
Aturan yang terkandung dalam Tutur ini dapat dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Tutur, artinya panggilan keakraban kepada orang lain sesuai dengan ikatan darah, ikatan sesusuan atau ikatan perkawinan. Tutur juga diartikan sebagai petuah atau nasehat yang bertujuan untuk mengarahkan kepada jalan yang benar dan menghindari jalan yang sesat. Setiap Tutur mengandung nilai moral, nilai etika, dan budi pekerti yang sangat tinggi nilai spritualnya. Dengan mengamalkan makna Tutur, akan dapat memelihara keharmonisan, kerukunan dan keakraban dalam bermasyarakat, sehingga berbagai benih tindak kejahatan yang dapat menimbulkan tindak pidana terorisme dapat dicegah sejak dini. 
Pemakaian Tutur sapa dalam kekerabatan ini sangat berperanan membentuk perilaku masyarakat, sehingga melalui Tutur orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama, saudara dan keluarga lainnya. Dengan Tutur ini orang dapat berbicara lebih beradab dan berbudaya. Adapun nilai moral, etika dan akhlak yang tekandung dalam Tutur itu adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jenis Tutur pada masyarakat Batak dan etika yang terkandung di dalamnya

	Jenis Hubungan Kekeluargaan
	Jenis Tutur
	Nilai etika, moral dan akhlak secara vertikal dari bawah ke atas
	Nilai etika, moral dan akhlak secara vertikal dari atas ke bawah
	Nilai etika, moral dan akhlak secara horizontal

	Garis keturunan ke atas
	1. Ompung (Kakek/Nenek)
2. Aya (Ayah)
3. Uma (Ibu)
4. Amang Boru (MertuaLaki-laki si Istri)
5. Ambou (Saudari Ayah/ Mertua Perempuan si Istri)
6. Tulang (Saudara Laki-laki Ibu/Mertua laki-laki si Suami)
7. Nantulang (Mertua perempuan si Suami/Saudari Perempuan Ibu)
	1. Menghormati;

2. Menjaga kehormatannya;

3. Menyayanginya;

4. Mematuhi perintahnya;

5. Membahagiakannya;

6. Merawatnya;

7. Menolongnya;

8. Mengangkat derajatnya.
	1. Menyayanginya;

2. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan;

3. Mendorong dan mendukungnya;

4. Menghargai prestasi dan kereativitasnya;

5. Mengawasinya;

6. Memberikan evaluasi dan kritik yang membangun;

7. Memfasilitasinya.
	Saling menghormati dan menghargai

	Garis keturunan ke bawah
	1. Amang (Anak laki-laki)
2. Boru (Anak Perempuan)
3. Parumaen (Menantu Perempuan)
4. Babere (Menantu Laki-laki)
5. Pahoppu (Cucu)
	6. Menghormati;

7. Menjaga kehormatannya;

8. Menyayanginya;

9. Mematuhi perintahnya;

10. Membahagiakannya;

11. Merawatnya;

12. Menolongnya;

13. Mengangkat derajatnya.
	1. Menyayanginya;

2. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan;

3. Mendorong dan mendukungnya;

4. Menghargai prestasi dan kereativitasnya;

5. Mengawasinya;

6. Memberikan evaluasi dan kritik yang membangun;

7. Memfasilitasinya
	Saling menghormati dan menghargai

	Garis keturunan menyamping
	1. Uak Abang/
Kakak Ayah)
2. Uda (Adik Laki-laki Ayah)
3. Nanguda (Istri Adek Ayah)
4. Abang (Abang)
5. Angkang (Kakak)
	
	
	1. Saling menghormati dan menghargai;

2. Saling menyayangi;

3. Saling membantu;

4. Saling mendukng

	Hubungan kekeluargaan karena pernikahan
	1. Suami

2. Istri
	
	
	1. Saling menghormati dan menghargai;

2. Saling menyayangi;

3. Saling membantu;

4. Saling mendukung


Semua nilai moral, etika dan akhlak yang terkandung dalam Tutur di atas menjadi nilai-nilai utama yang berfungsi untuk mempererat hubungan persaudaraan dan menghindari pertikaian dan permusuhan.
Keberadaan  Tutur  sangat  besar  pengaruhnya  dalam  mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dalam masyarakat. Sebab, melalui Tutur akan diketahui secara jelas tentang:
1. Hubungan  kekeluargaan  berdasarkan  hubungan  darah  dengan seseorang;

2. Hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan perkawinan;

3. Hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan susuan;

4. Hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan Marga;

5. Hubungan kekeluargaan berdasarkan asal daerah.

Jika telah diketahui dengan jelas tentang kelima hal di atas, secara otomatis akan tercipta rasa persaudaraan yang sangat. Karena masing-masing tingkatan Tutur akan melahirkan sikap, etika dan moral tersendiri.
d.   Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Uhum dohot Patik
Aturan yang terkandung dalam Uhum dohot Patik ini dapat dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Uhum artinya hukum dan Patik artinya ketentuan. Uhum merupakan aturan yang disertai sanksi, sedangkan Patik merupakan ketentuan yang terkadang tidak disertai sanksi. Dalam Uhum dan Patik telah diatur tentang bebagai sendi kehidupan yang menjadi pedoman masyarakat adat dalam bertindak, berkata, bersikap, termasuk dalam melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan, termasuk pencegahan tindak pidana terorisme.
Pencegahan tindak pidana terorisme melalui adat Dalihan na Tolu ini, lebih efektif dan efisien karena aturannya sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Untuk mengatasi hal ini, peran dan kerja sama dari seluruh sistem pemerintahan dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam memutus rantai terorisme di Indonesia (Debora Sanur L, 2018: 25).
Ahmad Jazuli mengemukakan bahwa pencegahan terhadap radikalisme dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. Strategi mengintegrasikan antara tindakan, pencegahan dilakukan secara bersamaan oleh penegakan hukum proaktif tanpa mengesampingkan prinsip supremasi hukum dan legalitas. Ini bisa efektif untuk mencegah aksi terorisme. Pencegahan terorisme harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil, karena masyarakat lebih terbuka terhadap masyarakat sipil, sehingga pencegahan radikalisme akan lebih mudah (Sadawi, 2019: 1).
2. Strategi Tokoh Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat dalihan na Tolu
Tokoh adat telah menerapkan berbagai strategi yang sangat baik dalam mencegah tindak pidana terorisme dalam masyarakat. Adapun beberapa strategi dalam mencegah tindak pidana terorisme selama ini adalah:
a. Memberikan contoh keteladanan dalam dalam berkata, bertingkah laku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas ucapannya selalu memberikan kesejukan, perbuatannya selalu mendatangkan kemanfaatan, dan sekapnya selalu baik;
b. Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam    menjaga keamanan dan ketertiban. Para tokoh adat selalu aktif melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan dalam masyarakat, supaya masyarakat memahami bahwa keamanan itu mrupakan kebutuhan bersama yang harus tetap dijaga;
c. Melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok pemuda dalam setiap pelaksanaan siriaon (segala kegiatan adat yang bersifat kegembiraan) dan siluluton (segala kegiatan adat yang bersifat kesedihan). Adapun tujuan diikut sertakannya masyarakat dalam setiap kegiatan adat, supaya mereka memahami dengan benar tentang prosedur dalam pelaksanaan adat Batak;
d. Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan menghadiri segala kegiatan adat dalam masyarakat. Kehadiran anak-anak dalam setiap pelaksanaan adat dimaksudkan untuk memberikan pelajaran berharga bagi mereka tentang tatacara pelaksanaan adat Batak;
e. Selalu memberikan nasehat tentang menjaga persatuan dan saling menyayangi di antara manusia pada setiap kegiatan adat.
Aturan adat Dalihan na Tolu tidak hanya sekedar memberi aturan bagaimana prosedur pemberian sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana terorisme, namun lebih dari itu juga mengajarkan bagaimana menghindarkan anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana terorisme. Aturan pranata adat Dalihan na Tolu ini sekalipun bersifat jus non scriptum atau non statuir (bersifat tidak tertulis), namun di dalamnya telah diatur tentang pencegahan tindak pidana terorisme.

3. 
 Jenis Kejahatan yang Bersifat Teror dan Bentuk Sanksinya Menurut Adat Dalihan na Tolu 

 a. Jenis Kejahatan
Ada beberapa jenis tindak kejahatan yang dapat memicu aksi tindak pidana terorisme menurut adat Dalihan na Tolu dalam masyarakat. Beberapa tindak kejahatan yang dimaksud adalah: 
1. 
Mengadu domba, sehingga timbul perang (Natcecul di Banua). Suatu jenis kejahatan dalam bentuk mengadu domba, sehingga timbul perang yang dapat menelan banyak korban jiwa. Tindakan yang memfitnah seseorang, atau kelompok komunitas yang dapat menyebabkan permusuhan dan perselisihan di antara komunitas, sehingga dapat mengganggu keamanan dalam kehidupan msyarakat dan negara;
2. 
Mengadu orang untuk bertarung (Pangalantuk panggete-gete). Suatu jenis kejahatan dalam bentuk mengadu orang untuk bertarung. Suatu tindakan untuk mengadu seseorang melawan orang lain atau mengadu kelompok komunitas dengan kelompok komunitas lain untuk bertarung, yang menyebabkan korban di antara dua kelompok masyarakat yang saling bertikai;
3. 
Penganiayaan berat atau pembunuhan (Sitimba Paya). Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan penyiksaan berat dan pembunuhan terhadap pemimpin yang sah, baik pemimpin di tingkat desa, pemimpin di tingkat provinsi dan pemimpin di tingkat negara. Tindakan penganiayaan dan pembunuhan direncanakan dalam upaya untuk mengganti pemimpin secara ilegal;

4. 
Memperkosa seorang wanita (Tardege Panggul ni Dalan). Perkosaan adalah tindakan yang sangat tercela di masyarakat adat Batak, karena dapat menjatuhkan kehormatan orang yang diperkosa dan keluarganya. Perkosaan adalah tindakan yang dapat melukai keluarga korban dan melukai seluruh komunitas. Karena itu, pemerkosaan termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme di masyarakat, karena akan menimbulkan permusuhan dan perang di masyarakat;

5. 
Membuat keributan (Sabur Taroktok). Kejahatan yang menyebabkan keributan, kebisingan atau membangkitkan komunitas. Semua tindakan dan kata-kata yang dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, seperti mendiskusikan komunitas karena tidak mematuhi aturan pemimpin dan aturan negara, mengundang orang untuk berbuat jahat dan melarang orang berbuat baik;

6. 
Membakar rumah ibadah agama lain (Manunu Paribadaton). Tindakan membakar rumah ibadah agama lain adalah tindakan terorisme, karena akan dapat memicu konflik antar agama, yang dapat merusak persatuan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan bagi semua anggota masyarakat. Tindakan semacam ini dapat mengganggu keamanan negara. Karena itu, tindakan semacam ini bisa disamakan dengan aksi terorisme.

a. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan yang Bersifat Teror
Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan yang bersifat teror menurut adat Dalihan na Tolu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 3. Bentuk-bentuk sanksi menurut adat Dalihan na Tolu
	Jenis Tindakan yang memicu Tindakan Teror
	Jenis Sanksi terhadap Tindak Terorisme

	
	Sappal Dila
	Dibondarkon
	Dipaorot sian 
Marga
	Dipaulak Salipi Natartar
	Uhum Hatoban



	Mengadu domba, sehingga timbul konflik (Natcecul di Banua)
	
	
	
	
	

	Mengadu orang untuk bertarung  (Pangalantuk panggete-gete)
	
	
	
	x
	

	Penganiayaan berat (Sitimba Paya)
	x
	
	
	
	

	Memperkosa seorang wanita (Tardege Panggul ni Dalan)
	
	
	
	
	x

	Membuat keributan (Sabur Taroktok)
	x
	x
	
	
	

	Membakar rumah ibadah agama lain (Manunu Paribadaton)
	
	
	
	
	
	x


Sumber: Data primer untuk 2019
Tabel data di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak telah memiliki berbagai jenis sanksi yang dijatuhkan pada berbagai bentuk tindakan yang dapat memicu munculnya tindak pidana terorisme. Semua jenis sanksi di atas adalah sanksi moral yang memiliki efek jera terhadap para pelaku, sehingga masyarakat adat berusaha menghindari berbagai jenis kejahatan, seperti terorisme. Bagi masyarakat adat, jenis sanksi di atas jauh lebih berat daripada sanksi yang diatur dalam hukum Indonesia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan beratnya sanksi yang dijatuhkan menurut adat Dalihan na Tolu, yaitu:

1. Sanksi Dibondarkon adalah sanksi dalam bentuk tidak dilibatkannya seseorang dalam semua jenis kegiatan adat. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena kehadiran mereka di masyarakat terlihat seolah-olah tidak ada;
2. Sanksi Sappal Dila adalah sanksi berupa kewajiban seseorang untuk menyembelih kambing atau kerbau atau lembu, kemudian dagingnya dimasak dan mengundang orang sekampung untuk untuk makan bersama dengan maksud agar mereka yang menerima sanksi, meminta maaf untuk semua orang yang hadir di acara makan itu. Sanksi semacam ini adalah sanksi yang cukup berat, karena selain menghabiskan uang untuk membeli konsumsi, ia juga diharuskan meminta maaf secara terbuka di depan seluruh masyarakat;
3. Sanksi Dipaorot Sian Huta adalah sanksi berupa pengusiran seseorang dari suatu desa untuk pergi ke desa lain. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat karena mereka dipaksa meninggalkan desa tempat mereka dilahirkan;
4. Sanksi Dipaorot Sian Marga adalah sanksi berupa pengucilan seseorang dari Marganya. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena mereka dipaksa untuk tidak menggunakan Marga yang dibanggakannya;
5. Sanksi Salipi Natartar adalah sanksi dalam bentuk mewajibkan seseorang mengembalikan tanah yang telah pernah diberikan raja kepadanya. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena ia harus mengembalikan tanah yang telah digunakan untuk mencari nafkah selama ini.

 
Semua alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang menjadikan bobot sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan di masyarakat. Karena sanksi ini semua memiliki efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi tindakan mereka lagi. Sanksi ini juga membuat orang lain tidak berani mengambil tindakan terorisme.
Sebagai bentuk sanksi Tindakan bagi teroris dapat dilakukan dengan: 1) program cuci otak, 2) program deradikalisasi, 3) pemisahan fasilitas pemasyarakatan, dan 4) pembentukan lembaga khusus untuk melaksanakan sanksi tindakan, yaitu sebuah lembaga di bawah Kejaksaan Agung sebagai Pelaksana putusan pengadilan (Cipi Perdana, 2016: 697-698).
Setiap wilayah atau negara memiliki jenis tindakan yang memicu aksi terorisme dalam masyarakat. Lesley Brown berpendapat:”The Philippines experience emphasizes the notion that underlying much of terrorism is corruption and social equality issues. As a result, relying on traditional responses to address the prevalence of terrorism can have the potential to exacerbate the situation” (ketika pengalaman Filipina menekankan gagasan bahwa yang mendasari banyak terorisme adalah masalah korupsi dan kesetaraan sosial. Akibatnya, mengandalkan respons tradisional untuk mengatasi prevalensi terorisme dapat berpotensi memperburuk situasi) (Lesley Brown, et al, 2007: 1). 
Reni Windiani berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi terorisme Indonesia selama periode berikutnya adalah: mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat domestik untuk mengimplementasikan apa yang telah ditulis dalam kerangka hukum (Reni Windiani, 2016: 122). Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan terorisme. Mereka mengatakan bahwa agama tidak bersalah dan hanya sebagai korban aktivis politik yang tidak bertanggung jawab.

Sa`dulloh Muzammil berpendapat bahwa radikalisme dan terorisme sering dikaitkan dengan kesalahpahaman tentang ajaran agama. Itu muncul karena satu atau sekelompok orang mempelajari ajaran agama dari sumber yang salah. Mereka mendapatkan informasi dari orang yang salah atau literatur yang salah (Sa`dulloh Muzammil, 2015: 23). 
4. Simpulan
Jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme, ternyata masyarakat adat Batak telah memiliki aturan tersendiri yang digunakan untuk mencegah tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat seperti yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu. 
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